
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Hak dan perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas, 

karena sampai sekarang ini masih banyak kasus yang timbul mengenai perlindungan terhadap 

konsumen, dan tidak terselesaikan dengan baik, tindakan pelaku usaha yang mengabaikan 

kepentingan konsumennya yang menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, serta 

pemerintah juga masih belum secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam menyikapi masalah perlindungan terhadap konsumen, padahal kita dapat 

melihat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting diberikan 

pemerintah dan pihak pelaku usaha. 

 

Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen baru mulai pada tahun 1970-an, hal ini 

terutama sekali ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 

tahun 1973. Secara historis pada awalnya yayasan ini muncul berkaitan dengan rasa mawas 

diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari 

masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar 

masyarakat tidak dirugikan dan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan terjamin, yang 

pada akhirnya tanggal 20 April tahun1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK. 

 

UUPK mulai efektif berlaku pada 20 April 2000, apabila dicermati muatan materi UUPK 

cukup banyak mengatur perilaku pelaku usaha mengingat kerugian yang diderita konsumen 

barang atau jasa acapkali merupakan akibat perilaku pelaku usaha, sehingga wajar apabila 



terdapat tuntutan agar perilaku pelaku usaha tersebut diatur, dan pelanggaran terhadap 

peraturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal. Perilaku pelaku usaha dalam melakukan 

strategi untuk mengembangkan bisnisnya inilah yang seringkali menimbulkan kerugian bagi 

konsumen. 

 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), meningkatnya tingkat pendidikan, 

serta meningkatnya daya kritis masyarakat, maka dalam masa yang demikian, pelaku usaha 

tidak mungkin lagi mempertahankan strategi bisnisnya yang lama, dengan resiko barang atau 

jasa yang ditawarkan tidak akan laku di pasaran. Pelaku usaha kemudian mengubah strategi 

bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan, selera dan daya beli pasar.
1
 Pada masa ini pelaku 

usahalah yang harus waspada dalam memenuhi barang atau jasa untuk konsumen, dalam 

konteks ini pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan barang-barang yang kompetitif 

terutama dari segi mutu, jumlah dan keamanan. 

 

UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, kemudian pada 

penjelasan UUPK menyatakan bahwa peranti hukum yang melindungi konsumen tidak 

dimaksudkan untuk mematikan upaya para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab 

perlindungan konsumen dapat mendorong kegiatan usaha yang sehat, serta lahirnya 

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau 

jasa yang berkualitas. UUPK ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya 

termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam 

rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan republik 

Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945. Selain itu, dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Pdt) juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam 

beberapa Pasal Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365. 

 

Masalah hak dan perlindungan konsumen maka kita diharapkan dapat lebih memahami apa 

sebenarnya yang dikatakan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pihak konsumen selama 

ini masih banyak yang tidak mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus 

mereka dapatkan atau berikan pada pelaku usaha yang menjual jasa atau bentuk pelayanan 

lainnya, dalam hal ini pemerintah mempunyai peran dalam memberikan sanksi tegas terhadap 

pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

kemudian pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen, oleh 

karena itu masalah perlindungan terhadap konsumen tidak saja menjadi tanggung jawab 

penjual barang dan/atau jasa tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi 

pelayanan terhadap masyarakat. 

 

Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan 

oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara 

yang bertanggungjawab menyediakan pelayanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen 

yang membutuhkan ketersediaan tenaga listrik. Tenaga listrik memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Berdasarkan 

Pasal 33 UUD 1945, listrik merupakan salah satu hajat hidup orang banyak, oleh karena itu 

dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Ketenagalistrikan) menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik 

dikuasai negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. Penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan 

pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. 



 

Pelayanan PT PLN (Persero) kepada konsumen masih belum maksimal dikarenakan masih 

terdapat beberapa masalah kelistrikan yang dialami oleh konsumen yang menyebabkan 

kerugian yang diderita konsumen seperti kesalahan pencatatan tagihan rekening listrik, 

antrian panjang dalam membayar rekening, sikap petugas dalam melayani, voltase naik turun 

(berakibat rusaknya alat-alat elektronik rumah tangga), dan pemadaman listrik secara 

sepihak, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen listrik. Perlindungan 

konsumen itu merupakan hak setiap konsumen dan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Sistem pembayaran listrik yang dilakukan di Indonesia adalah dengan menghitung daya yang 

terpakai, baik dengan system Pascabayar maupun Prabayar. Pengukuran daya yang terpakai 

dilakukan seorang petugas untuk suatu daerah tertentu, yang datang dari rumah ke rumah, 

bertugas untuk mencatat nilai yang tertera pada KWh Meter tiap bulannya. Setelah itu 

pemilik rumah harus membayar listrik pada tempat-tempat pembayaran listrik yang telah 

ditentukan, atau melalui fasilitas yang disediakan oleh bank (misalnya melalui ATM). Sistem 

ini dikenal dengan sistem pascabayar. Sistem Prabayar atau listrik pintar, pelanggan 

mengeluarkan uang/biaya lebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan 

dikonsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam 

Meter Prabayar (MPB) yang terpasang dilokasi Pelanggan melalui sistem ‘token’ (pulsa) atau 

stroom 

 

Sistem pembayaran dengan Pascabayar, khususnya untuk pembayaran listrik di mana 

pembayar langsung datang ke tempat pembayaran, memiliki beberapa kelemahan, antara lain 

kemungkinan adanya tunggakan listrik ataupun konsumen yang merasa tidak nyaman karena 

harus meng-antri sekian lama. Konsumen sebagai pengguna tenaga listrik yang merasa 

dirugikan akibat tidak jelasnya perlindungan terhadap mereka, salah satu penyebabnya 



dikarenakan oleh lemahnya hukum dan perlindungan terhadap konsumen, selain itu juga 

pihak konsumen yang merasa dirugikan tidak pernah melapor kepada pihak yang terkait atau 

pihak yang berwenang terhadap kerugian yang dideritanya, seperti isu konsumen yang sangat 

menarik saat ini adalah soal sering terjadinya kesalahan pencatatan tagihan rekening listrik 

dimana terdapat ketidaksesuaian jumlah pemakaian arus listrik yang tertera pada KWh Meter 

dengan jumlah pemakaian arus listrik yang tertera pada tagihan rekening listrik, sehingga 

konsumen listrik sering mengalami melonjaknya jumlah pembayaran rekening listrik yang 

dimilikinya.  

 

Melonjaknya jumlah pembayaran rekening listrik tersebut adalah sangat tidak adil bagi 

konsumen listrik apabila tidak sesuai dengan  pemakaian yang mereka pakai dengan 

pembayaran yang harus mereka bayar. Secara umum yang menimbulkan permasalahan ini 

adalah kesalahan dalam  mencatat jumlah pemakaian arus listrik pada KWh meter yang ada 

pada konsumen listrik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan menyebutkan dengan jelas bahwa PT PLN (Persero) sebagai pemegang izin 

usaha penyediaan tenaga listrik seharusnya wajib memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada konsumen dan masyarakat. 

 

Pengukuran jumlah pemakaian arus listrik dilakukan dengan menggunakan alat ukur 

pemakaian arus listrik yang biasanya disebut KWh Meter yang ada pada bangunan atau 

rumah yang menggunakan listrik. Pada KWh Meter ini akan terdapat Stand Awal dan Stand 

Akhir yang selisih antara keduanya adalah yang disebut jumlah pemakaian yakni dalam 

satuan KWh, dimana jumlah pemakaian ini akan dikalikan dengan tarif per KWh. Pencatatan 

meter pada umumnya dilakukan oleh petugas dengan cara manual, yaitu menuliskan hasil 

pembacaan KWh Meter ke dalam Daftar Pembacaan Meter (DPM), cara seperti ini membawa 

resiko terjadinya kesalahan akibat salah tulis, apabila petugas melakukan pencatatan meter 



melakukan penyalinan atau pemindahan catatan dari daftar yang satu ke daftar yang lain, 

pada kenyataannya sering terjadi kesalahan pencatatan jumlah pemakaian arus listrik yang 

terdapat pada Stand Akhir oleh petugas pengukur Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Konsumen yang dirugikan dalam pengukuran jumlah pemakaian arus listrik tidak mengetahui 

bagaimana dan kemana harus melapor atau tidak memperoleh informasi bagaimana 

perlindungan hukum yang harus didapatkannya sesuai aturan perundang-undangan. 

 

Listrik Pintar atau yang lebih sering disebut listrik Prabayar adalah layanan terbaru dari PLN 

dengan berbagai kelebihan dalam mengatur penggunaan energi listrik melalui meter 

elektronik prabayar. Inovasi termutakhir yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan ini 

merupakan wujud penghargaan kepada pelanggan PLN, sehingga dengan sistem prabayar 

maka akan lebih leluasa dalam mengendalikan pemakaian listrik yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan penggunanya. Penghitungan KWh Meter Listrik Prabayar sama saja 

dengan KWh Meter Pascabayar atau Analog karena telah melalui tahap standarisasi Tera 

(tidak lebih mahal) dan harga Rp/kWh Listrik Prabayar sudah diatur dalam Tarif Dasar 

Listrik 2010 yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM No. : 07 Tahun 2010 Tentang Tarif 

Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik 

Negara. 

 

Penggunaan listrik dan sistem prabayar akan lebih menguntungkan konsumen, karena system 

prabayar memberikan kemudahan dalam penggunaan tenaga listrik yang bermutu dan terus 

menerus. Sistem prabayar memberikan banyak keuntungan bagi konsumennya seperti, 

pemakaian listrik lebih terkendali, tanpa ada sanksi pemutusan, tidak dikenakan denda 

keterlambatan, tanpa uang jaminan pelanggan, privasi tidak terganggu, tidak dikenakan biaya 

beban bulanan, kemudahan pembelian pulsa, pembelian disesuaikan kemampuan, dan tanpa 



ada pencatatan meter sehingga tidak akan terjadi kesalahan pengukuran jumlah pemakaian 

arus listrik. 

 

Permasalahan dalam kesalahan pengukuran atau pencatatan jumlah pemakaian arus listrik 

yang mana sering menimbulkan kesalahan jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, maka 

PT PLN seharusnya memahami tuntutan konsumen dan meningkatkan mutu pelayanan 

terhadap konsumen. Kesalahan pengukuran ini terjadi pada penggunaan tenaga listrik dengan 

system pascabayar, sehingga penulis akan memfokuskan penelitian pada pengukuran jumlah 

pemakaian arus listrik dengan system pascabayar. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut yang dihubungkan dengan data di tengah-tengah 

masyarakat, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan 

kajian yang berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen 

Listrik Akibat Kesalahan Pengukuran Jumlah Pemakaian Arus Listrik (Studi pada PT 

PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjung Karang Rayon Karang)”. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: 

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen listrik akibat kesalahan pengukuran 

jumlah pemakaian arus listrik? 

Pokok bahasannya adalah: 



1. Hak dan kewajiban konsumen listrik dan PT PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan; 

2. Mekanisme pengukuran jumlah pemakaian arus listrik oleh PT PLN (Persero); 

3. Tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap konsumen listrik yang dirugikan akibat 

kesalahan pengukuran jumlah pemakaian arus listrik. 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang 

ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap konsumen listrik 

akibat kesalahan pengukuran jumlah pemakaian arus listrik, sedangkan ruang lingkup bidang 

ilmu adalah Hukum Keperdataan Ekonomi khususnya Hukum Perlindungan Konsumen. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan hak dan kewajiban konsumen listrik dan PT PLN (Persero) sebagai 

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 

2. Mendeskripsikan bagaimana mekanisme pengukuran jumlah pemakaian arus listrik oleh 

PT PLN (Persero); 

3. Mendeskripsikan bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap konsumen 

listrik yang dirugikan akibat kesalahan pengukuran jumlah pemakaian arus listrik. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun 

secara praktis: 



1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen 

listrik dalam pengukuran jumlah pemakaian arus listrik. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan: 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai 

konsumen listrik mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen listrik akibat 

kesalahan pengukuran jumlah pemakaian arus listrik; 

b. Sebagai bahan rujukan bagi PT PLN (Persero) sebagai Perusahan Listrik Negara 

yang meyediakan tenaga listrik untuk memperhatikan serta meningkatkan 

pelayanannya kepada konsumen listrik. 

c. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk 

menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar 

kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung. 

 

 


